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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara
untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.! Badan Peradilan
atau sering juga disebut Kekuasaan Kehakiman atau Badan Kehakiman? di Indonesia
sendiri terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga
peradilan khusus di Indonesia.’> Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena
peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan
rakyat tertentu. Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa di bidang
perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia,
serta dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu. Perkara Perdata tertentu tersebut
menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama adalah perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shadaqoh.

Kemandirian peradilan agama baru terjadi sejak lahirnya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelumnya Peradilan Agama belum

! Cik Hasan Basri 1, Peradilan Agama di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, him. 3

? Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, him. 10
3 Ibid., him. 5 ’ '

4 Ibid.



pernah memiliki undang-undang tersendiri tentang susunan, kekuasaan dan hukum
acara, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak
merupakan kesatuan.’ Pengaturan Peradilan Agama sebelum tahun 1989 antara lain
Staatblad 1882 Nomor 152 tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa-Madura,
Staatblad 1937 Nomor 116 tentang Peradilan Agama di sebagian residensi
Kalimantan Selatan dan Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang
Peradilan Agama di luar daerah Jawa-Madura dan residensi Kalimantan Selatan dan
Timur. Hal tersebut pengaruh dari pemerintah jajahan pada masa itu yang tidak
menginginkan diterapkannya hukum Bangsa Indonesia.

Pasca dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang mulai diberlakukan pada 29 Desember 1989,% sebagai landasan yuridis
pelaksanaan peradilan agama di Indonesia, diharapkan Peradilan Agama secara
kelembagaan semakin mantap dan kuat. Adanya kemajuan dalam mengatur eksistensi
peradilan agama melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
ternyata menjadi pendorong semangat dalam memunculkan produk-produk
perundang-undangan hukum Islam yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai
contoh, lahimya Ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji, dibuatnya aturan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, dan

lain-lain.

5 Ibid, hlm. 1
S Ibid.



Menurut Agustianto, perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia sejak awal
tahun 1990-an berkembang demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar
modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih
belasan, maka tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu
melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia.” Kekuatan yuridis
perekonomian berbasis syariah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat
yang menggembirakan. Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai
beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, pertumbuhan perbankan syariah meningkat
tajam dari satu bank umum syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah pada
tahun 1998, maka sampai akhir tahun 2006 menjadi tiga bank umum syariah, 20 unit
usaha syariah dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.® Tiga Bank Umum Syariah
antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega
Indonesia. Unit usaha syariah lainnya seperti PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank
Rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank
Danamon Indonesia, PT. Bank IFI, PT. Bank Internasional Indonesia, PT. Bank
Niaga, PT. Bank Permata, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT. Bank
DKI, PT. Bank Aceh, PT. Bank Jawa Barat, PT. Bank Kalimantan Barat, PT. Bank
Nusa Tenggata Barat, PT. Bank Riau, PT. Bank Sumatera Selatan, PT. Bank

Sumatera Utara dan The Hongkong & Shanghai Banking Coorporation (HSBC).

7
http://www.waspada.co.id/opini/ artikel/artikel.php?article id= :
Maret 2007 icle_id=78046, diakses tanggal 30

® http://www. majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/1072.php, diakses tanggal 7 April 2007
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Aset perbankan syari’ah tahun 1990-an belum mencapai Rp 1 triliun, maka
pada akhir tahun 2006 asetnya lebih dari Rp 27,6 triliun.’ Jumlah ini memang hanya
1,56% dari total aset perbankan nasional yang telah mencapai Rp 1.634 triliun.'”
Kendati berkembang lamban, Bank Indonesia percaya prospek bisnis syariah masih
menjanjikan, bahkan Bank Indonesia menargetkan aset perbankan syariah di akhir
2008 nanti akan mencapai 5% dari total aset perbankan nasional.!' Lembaga asuransi
syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan
Takaful Umum, dan pada tahun 2006 telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah.'?

Perjalanan ekonomi syariah sendiri seperti yang dituturkan Syafii Antonio,"
sejak tahun 1992 hingga tahun 2007 telah berusia sekitar 15 tahun dengan enam tahun
terakhir (tahun 2001-2007) berkembang cepat. Ekonomi syariah mendapat tantangan
cukup kuat karena sikap umat Islam sendiri yang kerapkali cenderung memandang
sebelah mata. Padahal sejatinya ekonomi syariah dipandang secara holistik
(menyeluruh) tidak terbatas pada uang dan perbankan. Ekonomi syariah meliputi
aktivitas ekonomi dan sosial, produksi, pemasaran, keuangan dan perbankan.

Undang-Undang tentang peradilan agama memang telah lahir sejak tahun

1989. Namun bukan berarti dengan adanya undang-undang tersebut semua persoalan

yang berhubungan dengan persoalan keagamaan (Agama Islam) akan selesai begitu

‘:0 http://www. majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/ 1072.php, diakses tanggal 7 April 2007
N http://www. ma!alahtrust.com/ekonomi/keuangan/ 1072.php, diakses tanggal 7 April 2007
2 http://www. majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/1072.php, diakses tanggal 7 April 2007
v 2007httD://www.waspada.co.id/ooini/ artikel/artikel.php?article_id=78046, diakses tanggal 30

aret

’ il pikiran rakyat.com/cetak/200 71/032007/04/99akhi e i
7. . : rpekan.htm, diaks
26 Maret 200 ! 1 €S tanggal
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saja. Seperti yang diutarakan oleh M. Doni Ekaputra,'* walaupun diusianya yang
sudah cukup matang, Undang-Undang peradilan agama tetap butuh perbaikan dan
pembenahan diri. Seperti halnya manusia, semakin bertambah usianya, maka akan
semakin matang pula cara berfikimya. Sehingga Undang-Undang peradilan agama
pun di tahun 2006 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Komisi III DPR menyetujui pengesahan hasil pembahasan Rancangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Tingkat I untuk selanjutnya
disahkan di Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan tersebut
disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia, Hamid Awaluddin, Senin, 13 Februari 2006, yang mengagendakan laporan
Panja Peradilan Agama.

Menurut Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wagqaf dan Shadaqoh.

14 .
http://www. jawapos.com/index.php?act=detail radar&id= . :
30 Maret 2007 radar&id=148965&c=85, diakses tanggal
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Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Umum adalah
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di
tingkat pertama.

Melihat kepada definisi kewenangan diatas, kewenangan Pengadilan Agama
dibatasi hanya untuk hal-hal tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu.
Pengertian orang dalam ketentuan mengenai kewenangan tersebut tidak dapat
diartikan melalui interpretasi analogi sebagai badan hukum, karena dipersyaratkan
beragama Islam. Badan hukum, termasuk bank syariah secara hukum tidak beragama
Islam, meskipun mungkin menjalankan kaidah syariah. Dengan demikian, apakah
sengketa yang bersangkutan dengan perbankan syariah tidak termasuk kewenangan
dari Pengadilan Agama? Tetapi apabila dimasukan dalam kewenangan pengadilan
umum, apakah dari segi hukum syariahnya memungkinkan? Untuk itu perlu dipahami
terlebih dahulu beberapa terminologi dan kaidah-kaidah dasarnya.'®

Syariah, dari akar katanya berarti adalah jalan ke mata air atau jalan yang
harus dituruti.'® Dalam pemahaman terminologi, syariah diartikan sebagai Ketentuan

Allah SWT yang berkaitan dengan manusia untuk menjalankan peranan hidupnya

15y . - ; ; ;
y http.//www. Hukumonline.com.klinik_detail.asp?id=2950, diakses tanggal 26 Maret 2007
Saidus Syahar, Asas-asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1996, him. 29
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yaitu untuk beribadah. Sumber hukum syariah adalah dari Al- Qur’an dan Al-Hadits
(Sunah Rasulullah)."”

Secara garis besar, ketentuan Allah SWT. dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
yang mengatur mengenai ibadah, yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah
(habluminallah) dan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia
(hablumminannas) dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat atau lebih
dikenal dengan muamalah.'® Muamalah, dalam istilah hukum lebih dikenal dengan
Perdata.

Kaidah dasar untuk ibadah adalah : segala sesuatunya haram untuk dilakukan,
kecuali yang telah jelas-jelas diperintahkan. Sedangkan kaidah dasar untuk
muamalah/perdata adalah : segala sesuatunya boleh, kecuali yang telah jelas-jelas
diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum konvensional dikenal dengan istilah
perdata (privat). Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi
bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah artinya saling
bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.'® Sedangkan menurut istilah,
pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia

dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.?’ Muamalah

"7 http://www. Hukumonline.com.klinik detail.asp?id=2950, diakses tanggal 26 Maret 2007

18 :
Muhammad Daud Ali 1, Hukum Islam dan Peradilan Agama (K /| j j i
e, Jakact O g (Kumpulan Tulisan), Rajawali

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, him. 1
® Ibid, hlm. 2




meliputi bidang kegiatan jual-beli, bunga (riba), piutang, gadai, memindahkan uang,
bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, persewaan dan perburuhan.Z'

Menurut Mahawisnu Alam kegiatan usaha Perbankan Syariah diwujudkan
dalam agad-agad yang dibuatnya, baik dalam bentuk musyarakah, mudarabah
ataupun bentuk-bentuk yang lain. Tindakan membuat aqad tersebut termasuk dalam
klasifikasi muamalah, maka dari itu segala sesuatunya diperbolehkan, sepanjang tidak
melanggar ketentuan syariah yang melarang, termasuk penggunaan ketentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Jika kemudian
timbul sengketa terhadap agad bank syariah tersebut, karena termasuk dalam kaidah
syariah muamalah, maka dibebaskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang
terbaik, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh syariah. Oleh
karenanya, dari sudut pandang hukum syariah boleh dipergunakan hukum acara
perdata dalam Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan
dengan Perbankan Syariah.??

Sedangkan dalam definisi kewenangan Pengadilan Umum, perkara
perdata/muamalah adalah kewenangan dari Pengadilan Umum, maka dengan
demikian telah jelas bahwa sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan Syariah
menurut hukum adalah kewenangan Pengadilan Umum, dan hal tersebut

diperbolehkan (tidak dilarang) oleh kaidah syariah muamalah. Hanya saja, perlu

diperhatikan apabila dalam aqad dibuat klausula mengenai penyelesa];m sepgketa

A

*! Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga T @awuh Pm

Jakarta, 2004 him. 5
2 http://www. Hukumonline.com klinik detail.as 2id=2950, diakses tanggal 26 Maret 2007
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melalui Arbiter, maka penyelesaiannya harus melalui proses Arbitrase dengan
mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penyelesaian
sengketa ekonomi Syariah diselesaikan melalui peradilan umum. Tetapi hal ini tentu
saja belum bisa menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi umat Islam Indonesia.
Tenaga Hakim yang berasal dari pendidikan umum tentunya tidak terlalu memahami
hukum Syariah, sehingga membuat kurang puasnya masyarakat Islam. Hal ini jelas
tidak sesuai dengan syariah, karena masalah hukum syariah harus diselesaikan secara
syariah, bukan dengan hukum perdata yang masih banyak berasal dari hukum
peninggalan kolonial Belanda.®

Pasca perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada 20 Maret
2006,%* terjadi perubahan besar kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan
sengketa hukum. Perubahan terjadi bukan hanya kepemilikan wewenang untuk
mengadili masalah-masalah perdata seperti NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk), tapi
juga meliputi penyelesaian dispufe, persengketaan. Perluasan kewenangan juga

terjadi pada Pasal 49 yang meliputi penyelesaian masalah zakat, infak, dan ekonomi

syariah.

2 http://www.waspada.co.id/ opini/artikel, diakses tanggal 30 Maret 2007

- A http://www.uinjkt.ac.id/index.cfm?module=article.display&recordid=1271&categoryid=9
&lang=in, diakses tanggal 30 Maret 2007
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Menurut Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ditentukan

dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang —orang yang beragama

Islam di bidang ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

menentukan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

a.

b.

Bank Syariah,

Asuransi Syariah,

Reasurasi Syariah,

Reksadana Syariah,

Obligasi Syariah dan Surat Berharga berjangka Menengah Syariah,
Sekuritas Syariah,

Pembiayaan Syariah,

Pegadaian Syariah,

Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan
Bisnis Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah,

Perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memang

dirasakan sangat penting, mengingat perkembangan lembaga keuangan syariah

bergerak cepat. Selama belum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

ada beberapa kasus sengketa sebelum dibawa ke Pengadilan Negeri, masalah
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perselisihan ditangani terlebih dahulu oleh Badan Arbitrase Syariah. Namun peran
dan fungsi Badan Arbitrase tidak optimal dan tidak memadai untuk menyelesaikan
setiap kasus perselisihan karena lembaga arbitrase tidak memiliki daya paksa untuk
menyeret orang ke pengadilan, sehingga tidak mengherankan jika ratusan gugatan
perselisihan di bidang ekonami syariah yang tercecer karena berada diluar
kewenangan Badan Arbitrase Syariah.?

Banyaknya kasus gugatan di bidang ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan
oleh Badan Arbitrase Syariah karena badan arbitrase bukanlah lembaga peradilan.
Keputusan arbitrase baru memiliki kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak
sepakat membawa kasus itu ke Badan Arbitrase Syariah dan sepakat untuk menerima
keputusan badan arbitrase tersebut. Masalahnya muncul ketika gugatan keberatan
sering berasal dari satu pihak, misalnya dari nasabah yang dirugikan. Sementara
pihak perbankan syariah yang digugat, tidak serta merta membawa masalahnya ke
lembaga arbitrase karena menimbulkan beban dan kewajiban pembayaran bagi bank
syariah. Akibatnya, dalam banyak kasus, persoalan sengketa menyebabkan nasabah
rugi dan terkatung-katung karena salah satu pihak tidak mau membawanya ke Badan
Arbitrase.

Contoh kasus pernah terjadi di sebuah bank syariah,?® bank syariah tersebut
secara sepihak mengubah harga jual beli murabahah dengan perubahan angka yang

disignifikan (ratusan juta rupiah). Perubahan dilakukan karena nasabah menunda

z: http://www.waspada.co.id/ opini/artikel, diakses tanggal 30 Maret 2007
http.//www.waspada.co.id/ opini/artikel, diakses tanggal 30 Maret 2007
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pembayaran sedangkan di bank Islam lain yang murni syariah, tidak terjadi
perubahan harga, walaupun ada penundaan pembayaran. Di dalam hukum syariah
pun, perubahan harga tidak boleh dilakukan.

Nasabah yang dirugikanpun mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Syariah.
Sayangnya, bank syariah tidak merespon dan tidak mau digugat, karena pihak bank
tahu jika masalah diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah, maka mereka harus
mengubah kembali harga jual beli ke harga semula. Pada akhirnya, Badan Arbitrase
Syariah pun tidak bisa menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Berbeda jika nasabah
tersebut mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan. Bank syariah yang menjadi
tergugat bisa dipanggil oleh Pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui
persidangan karena peradilan memiliki daya paksa. Penyebab lainnya, seperti yang di

utarakan oleh Ketua Basyarnas Yudoparipum027

adalah kurangnya sosialisasi
keberadaan lembaga arbitrase syariah dan terbatasnya perwakilan Basyarnas di
daerah. Basyarnas sendiri sampai tahun 2007 diantaranya telah ada di Medan,
Surabaya, Gorontalo, Riau, Lampung, Yogyakarta.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat strategis dan penting
bagi kepastian hukum di bidang ekonomi syariah di Indonesia. Dan juga membawa
implikasi besar bagi seluruh redaksi akad di lembaga perbankan dan keuangan
syariah. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam

setiap akad dilembaga ekonomi syariah tercantum sebuah klausul yang menyatakan,

jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di

*" http://www.bisnis.com, diakses tanggal 26 Maret 2007
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antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dengan disahkannya
perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka klausul tersebut dihapuskan
dan seluruh format transaksi di bank dan berbagai lembaga keuangan syariah juga
akan diubah.?®

Perubahan terjadi juga terhadap Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis
Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwa DSN-MUI menyatakan, penyelesaian
perselisihan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah, maka dengan adanya
perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka bunyi redaksi DSN-MUI
yang menyebutkan tentang peranan Badan Arbitrase, dinyatakan tidak berlaku lagi
walaupun demikian, keberadaan Badan Abitrase masih dibutuhkan, apabila para
pihak sepakat untuk menyelesaikan kasusnya secara bersama-sama di badan Arbitrase
Syariah.?’

Ada sisi lain yang menarik dicermati dibalik perubahan Undang-Undang
Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006. Pertama, kewenangan pengadilan agama pasca perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989. Kedua, siapkah Hakim pengadilan agama dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut? Bukankah hakim agama yang

konsis dan akan menekuni persoalan ekonomi syariah baru saja dipersiapkan?

:’9‘ http://www.waspada.co.id/ opini/artikel, diakses tanggal 30 Maret 2007
http://www.waspada.co.id/ opini/artikel, diakses tanggal 30 Maret 2007
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Sedangkan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah disahkan.

Ketiga, rujukan para hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah
belum tersedia dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
sebagaimana yang terdapat pada hukum perkawinan, warisan, waqaf, wasiat dan
hibah yang telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum
Islam dalam bidang-bidang tersebut secara resmi memang telah dikeluarkan melalui
Inpres Nomor 1 tahun 1991. Lantas bagaimana jalannya hukum materiil pengadilan
agama yang menangani masalah-masalah ekonomi syariah.

Permasalahan  bagaimana kewenangan pengadilan agama dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan bagaimana pula kesiapan dari tenaga hakim pengadilan agama
menyikapi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
bagaimanapula penerapan hukum materiilnya yang menjadi latar belakang penulis
ingin membahas.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud meneliti dan mengkaji dalam
bentuk skripsi yang berjudul Kewenangan Pengadilan Agama dalam

Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada

skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa
Ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ?

2. Bagaimana Kesiapan Tenaga Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan
Sengketa Ekonomi Syariah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 ?

3. Bagaimana Penerapan Hukum Materiil dalam Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan
Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006
2. Untuk Mengetahui Kesiapan Tenaga Hakim Pengadilan Agama dalam
Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006

3. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Materiil dalam Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan,
serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada
umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya mengenai kewenangan
Pengadilan Agama.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada
masyarakat mengenai solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui

pengadilan agama, sehingga dapat tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Skripsi yang berjudul Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan
Sengketa Ekonomi Syariah merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris
merupakan penelitian lapangan (field Research) yaitu dari data primer (data
lapangan) yang bertujuan menganalisis bagaimana kewenangan Pengadilan
Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kesiapan tenaga
hakim menyikapi diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

dan bagaimana pula penerapan dalam hukum materiilnya.




17

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Palembang, yakni pada Pengadilan Agama kelas

I A Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian empiris ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan
data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa
ekonomi syariah. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang
terdiri dari :
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi : |
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

a. Buku-buku literatur;

b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
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¢. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan
relevan dengan objek kajian penelitian.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:
a. Surat kabar, majalah, jurnal ilmiah;

b. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Teknik
pengumpulan data data dalam skripsi ini adalah dengan wawancara secara
langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai
kenyataan dan fakta-fakta yang ada. Cara menentukan respondennya adalah
dengan Purposive Sampling yaitu cara penarikan sampel yang mempunyai
tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan
mempunyai pengetahuan serta pengalaman secara langsung dalam

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama kelas 1 A

Palembang.
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5. Analisis Data
Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara
kualitatif melalui proses editing dan sistematisasi dengan penarikan

kesimpulan secara deduksi sehingga dapat menjawab permasalahan yang

diteliti.
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